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PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yamgat penting
sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, waeak karakter
warganegara yang demokratis dan bertanggungjawatukUtu dituntut PKN
dengan paradigma baru yang dapat mengembangkas &etmgademocratic
laboratory, yang dapat menanamkan, mengajarkan dan mensasikéiin kepada
generasi muda/peserta didik nilai-nilai demokréhituk selanjutnya dipraktikan
dan diamalkan dalam kehidupan bersama sehingganida demokrasi yang
mencerminkan sikap dan kepribadian demokratis alesbentuk dimulai di
lingkungan sekolah. Namun dewasa ini upaya mengegkida sikap dan
kepribadian demokratis di berbagai lingkungan didolmesia, termasuk
dilingkungan sekolah menunjukkan keprihatinan.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi kehidupan masgkat kita saat ini,
berbagai krisis dan peristiwa yang terus berketanjielanda bangsa dan negara
kita yang sampai saat ini belum ada solusinya aeedas dan tegas. Sehingga
pada akhirnya menyebabkan orang frustasi dan caemgleneluapkan perasaan
tanpa kendali dalam bentuk "amuk massa” sepertikurpsa mahasiswa yang
anarkis, tawuran antar pelajar, dan sebagainyaittiahenunjukan bahwa disatu
pihak masa reformasi hendaknya diisi dengan pemiremgy masyarakat

demokratis yang merupakan syarat penting tercipta@ivil society. Namun



yang terjadi justru peningkatan ketidakberadabaiiae sebagian masyarakat
dan bangsa Indonesia. Hal itu merupakan tantangan tangsa dan negara
Indonesia yang harus segera diatasi oleh selupibala masyarakat baik itu elit
politik maupun rakyat.

Untuk membentuk masyarakat demokratis tentunyBapseanggota
masyarakat sangat mendambakan generasi mudanyasigg@n untuk menjadi
warganegara yang baik dan dapat berpartisipasmdiaddnidupan masyarakat dan
negaranya. Masyarakat demokratis tentu perlu iddiviang cerdas dan
bertanggung jawab, hal itu sesuai dengan pendalpat(2006 : 25), yaitu bahwa:

“Masyarakat demokratis dapat dibangun melalui hpsihdidikan dari
manusia Indonesia cerdas. Proses belajar-mengajaekwlah-sekolah
bukan semata-mata untuk pendidikan intelektual, amk&n pula
mengembangkan sikap demokratis, membentuk anggasgarakat yang
bertanggung jawab, dapat memanfaatkan kemampudnyakdi dalam
mempertimbangkan keputusan-keputusan yang bermabéga dirinya
maupun orang lain”.

Sejalan dengan pendapat tersebut maka salahesapatt yang strategis
untuk menanamkan sikap demokratis adalah di lingknnsekolah. Sekolah
sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawatiok membentuk generasi
muda yang beriman, bertagwa berilmu, bermoral daemifiki sikap
demokratis.Berkaitan dengan hal itu, Beyer (1988m8ngungkapkan bahwa :

Creating and modeling a true democratic environmienthe classroom
can, | believe, lead to changes in society. Budestis must be taught to be
reflective and to think globally, critically, andmpassionately. If students
are not challenge to participate in the gainingkofowledge and the real
possibilities for learning in school, they will wetikely become citizens
who neglect social responsibility.

Kutipan di atas mengandung makna penting terutbag lingkungan

sekolah sebagai lembaga pendidikan, jika lingkungekolah, kelas sebagai



lingkup kecil dapat menanamkan lingkungan yang deatis, maka akan
membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupasyamakat, terutama
siswa akan mampu berfikir reflektif, global dantikri Jika siswa tidak tertantang
untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di sekkéhs, maka mungkin akan
menjadi bangsa yang mengabaikan tanggung jawalalsgsi Lebih lanjut

menurut Henry P. Broughton yang dikutip dalam Zamro2001 : 46),

menyatakan :

“Untuk melakukan pendidikan demokrasi diperlukaa guasayarat, yaitu:

1) Kultur sekolah yang demokratis, yang mengilhartai-nilai cita-cita,

prinsip-prinsip demokrasi. Sekolah merupakan lajooi@n masyarakat

demokratis atau sebuah mini society dan,2) Kurikulsekolah yang
demokratis, terutama ilmu-ilmu sosial yang memadantuk
mengembangkan demokrasi”.

Pernyataan tersebut sesuai pertimbangan bahwakdesnsebagai wacana
dan praksis serta tuntutan reformasi yang tengalarngsung, serta perlunya
mewujudkan demokratisasi belajar di lingkungan @estahan, terutama dengan
pemberlakuan kurikulum baru KBK 2004 dan KTSP 20@&g menggunakan
paradigma konstruktivistik dan semangat demokrsitiggendidikan. Untuk
mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatdigikan yang mampu
mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yamngembangan
kecerdasan spiritual, rasional, emosional, danabasrta warga negara baik
sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/kaalif

Dalam tatanan instrumentasi kurikuler, secara&ohss dalam kurikulum
sekolah terdapat mata pelajaran yang secara kimusangemban misi pendidikan

demokrasi, yakni mata pelajaran Civics (Kurikulur@51/1962); Pendidikan

Kemasyarakatan yang merupakan Integrasi Sejaramu [IBumi, dan



Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Kewarg Negara, yang
merupakan perpaduan Iimu Bumi, Sejarah Indonesaa, @ivics (Kurikulum

1968/1969); Pendidikan Kewargaan Negara, dan CiéicdHukum (1973);

Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 19@&n 1984); dan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau RRKrkulum 1994).

Namun dalam kenyataannya sekarang sebagaimana ktadgpam fenomena
sosial-kultural dan sosial-politik saat ini, ter@astidak menggembirakan. Hal
tersebut sesuai dengan berbagai penelitian segibithpun oleh Djahiri, dkk

(1998 : 9) menunjukkan bahwa:

“Praksis  pendidikan  demokrasi, dalam hal ini  melalu

PMP/PPKn/Penataran P-4 cenderung menitikberatkala penguasaan

aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangamp slka

keterampilan kewarganegaraan, dengan menggunakamdekzan
ekspositori yang cenderung indoktrinatif”.

Untuk itu dituntut adanya pendidikan kewarganega@ngan paradigma
baru yang dapat mengembangkan kelas sebagai labonatdemokrasi. Hal ini
sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WinatapiaitnaBudimansyah (2007:
226) bahwa :

Kelas PKN hendaknya menjadiemocratic laboratory lingkungan

sekolah/kampus sebagaicro cosmos of democrgayan masyarakat luas

sebagaiopen global classroomang memungkinkan siswa dapat belajar
demokrasi dalam situasi berdemokrasi, dan untuldatujmelatih diri
sebagai warganegara yang demokratis dearning democracy, in
democracy, and for democracy

Seluruh rakyat hendaknya menyadari bahwa Pendidleavarganegaraan
sangat penting untuk mempertahankan kelangsungamokiasi konstitusional.

Sebagaimana yang selama ini dipahami bahwa etho®kiasi sesungguhnya

tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialar@leh karena itu, Pendidikan



Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian ufaéidak ada tugas yang
lebih penting dari pengembangan warganegara yarignggung jawab, efektif
dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegar@ang mempunyai
pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutufikapa adanya komitmen
yang benar dari warganegara terhadap nilai darsipriimindamental demokrasi,
maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mutegkiajud. Oleh karena itu,
tugas bagi para pendidik, pembuat kebijakan, d@gaa civil society lainnya,
adalah mengkampanyekan pentingnya Pendidikan Kewagaraan kepada
seluruh lapisan masyarakat dan semua instansag@an pemerintahan.
Selanjutnya sesuai dengan pernyataan yang didatgm (CICED,1999),
bahwa hendaknya kelas pendidikan kewarganegaragypysnya dilihat dan
diperlakukan, dan dikembangkan sebagai :
"...laboratory for democracy where the spirit ofiz#inship and humanity
emanating from the ideals and values of democraeypat into the actual
practice by learners and teachers as well. In sactlassroom learners
and teachers should collaboratively develop andasligmocratic climate
where decision making process is acquired and ledin
Profil konseptual kelas pendidikan kewarganegaraarg digagaskan di
atas, harus dikembangkan untuk menggantikan keladigikan kewarganegaraan
sebagai pendidikan demokrasi saat ini- yang berdghih dominatif dan
indoktrinatif. Dengan demikian para guru dan sistegat melakukan refleksi
betapa bermanfaatnya nilai dan prinsip demokrasratikan dalam kehidupan di
sekolah yang diintegrasikan dengan kehidupan dandamasyarakatnya. Di

situlah kelas pendidikan demokrasi benar-benar ndikengkan sebagai

laboratorium demokrasi yang tidak dibatasihalending ruangan kelas. Begitu



pula pendapat yang disampaikan oleh Malik Faja@42 6-8) bahwa:

“PKn sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuatak dan
karakter warganegara yang demokratis dan bertaggguab, PKn
memiliki peranan yang amat penting. Mengingat bkngarmasalahan
mengenai pelaksanaan PKn sampai saat ini, makabaahPKn perlu
segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuidastanasional,
standar materi serta model-model pembelajaran yefetif dalam
mencapai tujuannya”. Adapun salah satu hal yandu péiperhatikan
sebagai arah baru yaitu: Kelas PKn sebagai labawatodemokrasi.
Melalui PKn, pemahaman, sikap, dan perilaku dentskdikembangkan
bukan semata-mata melalui ‘'mengajar demokrasicltieg democraty),
tetapi melalui model pembelajaran yang secara langgsmenerapkan cara
hidup berdemokrasi (doing democray). Penilaian buls@mata-mata
dimaksudkan sebagai alat kendali mutu tetapi juglsagai alat untuk
memberikan bantuan belajar bagi siswa/mahasiswaggsh dapat lebih
berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secamayeturuh termasuk
portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih beaib&kelas.

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa pearhelajPKn
selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetadaan keterampilan
intelektual yang memadai serta pengalaman praggéis memiliki kompetensi dan
efektivitas dalam berpartisipasi. Sehingga PenditdiKewarganegaraan sebagai
Pendidikan demokrasi dapat mengembangkan cita4uil@, prinsip, dan pola
perilaku demokrasi dalam diri individu warganegatalam tatanan iklim yang
demokratis.

Namun yang menjadi masalah utama dalam pembelajBemdidikan
Kewarganegaraan adalah penggunaan metode atau mpeadlelajaran dalam
menyampaikan materi pelajaran secara tepat, yangemghi muatan tatanan
nilai, agar dapat diinternalisasikan pada diri sisserta mengimplementasikan
hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehaiHb&lum memenuhi harapan
seperti yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengartik masyarakat terhadap

materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilaairpraktis tetapi hanya bersifat



politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingarkik@saan pemerintah. Metode
pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBMg¢san sangat kaku, kurang
fleksibel, kurang demokratis, dan guru cenderunigihledominan one way
method Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar targagyberorientasi pada
nilai ujian akhir, di samping masih menggunakan ehokionvensional yang
monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada aisakibatnya guru seringkali
mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sd@apfindakan; sehingga mata
pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajpeanbinaan warga negara
yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kawggitapi lebih cenderung
menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosafKeh.karena itu guru PKN
dituntut untuk lebih professional dalam penyelemgga pembelajaran yang
inovatif, dari mulai persiapan dan perencanaan péjdran, bahan ajar, media
pembelajaran, pendekatan dan model pembelajarapasgrada tahap evaluasi,
yang semuanya tentunya mengarah pada situasi dafiskpembelajaran yang
demokratis, sehingga dapat membentuk budaya desiakdengkungan sekolah.
Budaya demokrasi membutuhkan orang-orang atauarast demokratis
yaitu masyarakat yang memiliki dan menjalankani-mi&i demokrasi dalam
kehidupannya dalam arti memiliki sikap dan perilattemokratis. sikap dan
perilaku demokratis itu tidak tumbuh dengan seng&ijuga tidak dapat begitu
saja diwariskan dari orang tua kepada anak-anakdgmun sikap dan perilaku
demokratis harus ditanamkan, diajarkan dan digeaskan kepada generasi
muda, salah satunya melalui sekolah sebagai tebepaar berdemokrasi. Untuk

selanjutnya dipraktikan dan diamalkan dalam kehaugbersama sehingga



kepribadian demokrasi yang tercermin dalam sikappkailkau demokratis akan

terbentuk di lingkungan sekolah.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti t&rtantuk melakukan

sebuah penelitian mengenai peran PKN dalam mertkakasikap demokratis

dikalangan siswa, yang dilakukan di SMAN 2 Garuéenélitian yang akan

dilakukan dilatarbelakangi oleh proses pembelaj@iéN di SMAN 2 Garut yang

cenderung banyak dilaksanakan melalui model penabata konvensional

dengan menggunakan metode ceramah dimana guru meedd pada saat

proses PBM PKN. Selanjutnya peneliti uraikan datsiltpenilaian instrumen pra

penelitian mengenai pandangan siswa terhadap pajatzai PKN di SMAN 2

Garut sebagai berikut :

Tabel 1.1

INSTRUMEN PRA PENELITIAN
PANDANGAN TENTANG PEMBELAJARAN PKN
DI SMAN 2 GARUT

Jumlah Responden 40 orang siswa terdiri dari 2@gosaswa kelas XI dan 20
Orang siswa kelas X, responden diambil secara d@alsetiap kelas

Alternatif Jawaban

No Per nyataan
Selalu | Sering | Jarang | Tidak
Pernah
1. l\/_laten _PKJ\I dikaitkan dengarpengalamar 2 5% 50 77.5% 15%
hidup siswe
2. Materl_ pembelajar_an PKN ber_sn“at aktL 0% | 37.5%| 50% 12.5%
sesuai dengan kehidupan se-hari.
3. Guru selalu memberikan contoh yang sre: 22.5%| 22.5%| 45% 10%
dengan persoalan yang terdapat di masye
4. Guru PKN menerapkan model pembelaje 25% | 7.5% 70% 20%

yang bervarias




Guru PKN menerapkan model pembelaje
yan¢ dapat meningkatkan motivasi belajarl0% 20% | 47,5% 22,5%
siswa

Guru PKN menerapkan model pembelaje
yang dapat menempatkan siswsebagai 2,5% | 12,5% 25% 60%
subyel/pusat dalam pembelajaran.

Guru PKN menerapkan metode cera 62,5%| 25% | 12,5% 0%
S}lélr\llj mendominasi pada saat proses F 75% | 12.5% 7.5% 59

F;r]a(;nntj)eerlijﬁlr(zn PKN cenderung membosar 37.5%| 42.5%| 17.5% 20%
_Iiiz(lva tidak aktif saat proses pembelaje 2506 | 5504 10% 10%

Hasil penilaian instrumen pra penelitian mengenandangan siswa terhadap
pembelajaran PKN di SMAN 2 Garut secara lengkadgprggir.

Dari data di atas diketahui bahwa pembelajarall BKSMAN 2 Garut
masih didominasi oleh guru yang ditunjukkan oletadwsil sejumlah 75 % yang
memilih PBM PKN selalu di dominasi oleh guru, bagiula guru PKN diketahui
tidak menggunakan model pembelajaran yang bervayaa®y ditunjukkan oleh
data sejumlah 70% menyatakan jarang.

Dengan demikian untuk penelitian selanjutnya dikan melalui
penerapan model pembelajaran yang secara langsengrapkan cara hidup
berdemokrasi doing democrady dengan membudayakan suasana belajar
demokratis yang lebih menekankan pada aktivitawasigang tinggi dalam
belajar. Guru dan siswa berupaya untuk secara aldiicari masalah-masalah
yang aktual di lingkungan sekolah, masyarakat kendan negara yang
selanjutnya dikemas dalam model pembelajaran aldii variatif. Sehingga
pembelajaran PKN diharapkan akan menambah kegairakanangat, motivasi,

dan minat siswa untuk mengikuti pelajaran dan dapahingkatkan sikap
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demokratis pada siswa sebagai perwujudan budayakiasn di lingkungan
sekolah. Oleh karena itu penulis menyusun penelitirdengan judulPengaruh
Penerapan Model Pembelajaran Demokratis Berbasis Kontekstual Terhadap
Peningkatan Sikap Demokratis (Studi Quasi Experiment Pada Kelas PKN

Sebagai Laboratorium Demokrasi Di Kelas X SMAN 2@Ga

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telataikiaur di atas, maka
yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitianadalah sejauhmana
pengaruh efektifitas kelas PKN sebagai laboratorig®mokrasi melalui
penerapan model pembelajaran demokratis dengangmeakgn materi berbasis
kontekstual, jika dibandingkan dengan pembelaj&idN dengan menggunakan
model pembelajaran konvensional dan tidak mengegkaen materi PKN
berbasis kontekstual terhadap upaya peningkataap sillemokratis pada siswa

SMA. Agar masalah tersebut dapat diteliti secararak maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan peningkatan sikap ktati® siswa yang
mendapat penerapan model pembelajaran demokratis pengembangan
materi pembelajaran berbasis kontekstual dengawasigang mendapat
penerapan model pembelajaran konvensional padagiajaan PKN?

2. Apakah terdapat pengaruh yang berarti antararppan model pembelajaran

demokratis dengan peningkatan sikap demokratigaS8is
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. Apakah terdapat pengaruh yang berarti antaraggmebangan materi

pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengan gleaian sikap demokratis

siswa?

. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap pemerapdel pembelajaran

demokratis dengan mengembangkan materi pembeldjarbasis kontekstual

dalam pembelajaran PKN?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk nasmdingkan pengaruh

dan keefektifan kelas PKN sebagai laboratorium deasd melalui penerapan

model pembelajaran demokratis dengan mengembangaeri niPKN - berbasis

kontekstual dengan pembelajaran PKN melalui pgaeranodel pembelajaran

konvensional tanpa pengembangan materi pelajakah lferbasis kontekstual

dalam upaya meningkatkan sikap demokratis siswa SMlapun secara khusus

tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui perbedaan peningkatan sikapokiatis siswa yang
mendapat penerapan model pembelajaran demoketis gengembangan
materi pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengang mendapat

penerapan model pembelajaran konvensional padagiajaran PKN.

. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan rantgpenerapan model

pembelajaran demokratis dengan peningkatan sikajpktatis siswa
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Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan anfaengembangan materi
pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengan gleaian sikap demokratis
siswa

Untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadaperapan model
pembelajaran demokratis dengan mengembangkani patebelajaran PKN

berbasis kontekstual dalam pembelajaran PKN.

D. Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manf@# secara teoritis

atau keilmuan maupun praktis atau empiris. Adapamfaat-manfaat tersebut

dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampunibmerikan sumbangan

pemikiran khususnya dalam mengembangkan salalmsgtukuliah Pendidikan

Kewarganegaraan yaitu Inovasi Pembelajaran PKN.

b.

1.

Praktis

Diketahuinya perbedaan peningkatan sikap deatisksiswa yang mendapat
model pembelajaran demokratis serta pengembangaerinpembelajaran
berbasis kontekstual dengan siswa yang mendapaerggn model
pembelajaran konvensional pada pembelajaran PKN.

Diketahuinya pengaruh yang signifikan antaraepgpan model pembelajaran

demokratis dengan peningkatan sikap demokratisasisw
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3. Diketahuinya pengaruh yang signifikan antara gpembangan materi
pembelajaran PKN berbasis kontekstual dengan gleaian sikap demokratis
siswa.

4. Diketahuinya respon guru dan siswa terhadap erppan model
pembelajaran demokratis dengan mengembangkanipatebelajaran PKN

berbasis kontekstual dalam pembelajaran PKN.

E. Asumsi dan Hipotesis

Dalam upaya membangun budaya demokrasi membutubriceny-orang
atau masyarakat demokratis yaitu masyarakat yanmilikedan menjalankan
nilai-nilai demokrasi yang secara aktual diwujudkitam sikap dan perilakunya
dalam kehidupannya sehari-hari. sikap demokratis tilak tumbuh dengan
sendirinya juga tidak dapat begitu saja diwarisian orang tua kepada anak-
anaknya. Namun nilai-nilai demokrasi harus ditanamk diajarkan dan
disosialisasikan kepada generasi muda, salah satomgfalui sekolah sebagai
tempat belajar berdemokrasi. Di dalam penelitiinsebagai titik tolak dalam
berfikir, penulis berpedoman padaumsi sebagai berikut :

a. PKn sebagai wahana untuk mengembangkan kemampatak dan karakter
warganegara yang demokratis dan bertanggungjawa,niemiliki peranan
yang amat penting. Mengingat banyak permasalahamgenai pelaksanaan
PKn sampai saat ini, maka arah baru PKn perlu aedé&kembangkan dan
dituangkan dalam bentuk standar nasional, standderimserta model-model

pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuannfdapun salah satu hal
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yang perlu diperhatikan sebagai arah baru yaitulakePKn sebagai
laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman,asikdan perilaku
demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalenjajar demokrasi”
(teaching democrajytetapi melalui model pembelajaran yang secargsiang
menerapkan cara hidup berdemokragoifg democray Penilaian bukan
semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali netdipitjuga sebagai alat
untuk memberikan bantuan belajar bagi siswa gehinlapat lebih berhasil di
masa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeltguhasuk portofolio siswa
dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas. Mahkljar (2004: 6-8)

b. Untuk melakukan pendidikan demokrasi diperlulcara prasayarat, yaitu:
1) Kultur sekolah yang demokratis, yang mengilhamiai-nilai cita-cita,
prinsip-prinsip demokrasi. Sekolah merupakan laiooim masyarakat
demokratis atau sebuah mini society dan, 2) Kuuikulsekolah yang
demokratis, terutama ilmu-ilmu sosial yang meana untuk
mengembangkan demokrasi. Henry P. Broughton dakmra@hi (2001 : 46)

c. Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pkadidyang berintikan
demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sirpengetahuan lainnya,
pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekatadisyarakat, dan orang tua,
yang kesemuanya itu diproses guna melatih paraasisvuk berpikir kritis,
analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalarempersiapkan hidup
demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1Sd&antri (2001:289)

Adapunhipotesis pendlitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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1. Terdapat perbedaan sikap demokratis antawa yang mendapat penerapan
model pembelajaran demokratis dengan pengembamgaeri pembelajaran
berbasis kontekstual dengan yang mendapat modemnbglajaran
konvensional tanpa pengembangan materi pembeiajataerbasis
kontekstual pada pembelajaran PKN.

2. Terdapat pengaruh yang berarti antara penerapadel pembelajaran
demokratis dengan peningkatan sikap demokratigasis

3. Terdapat pengaruh yang berarti antara pengerabantateri pembelajaran
PKN berbasis kontekstual dengan peningkatan slkapokratis siswa

4. Terdapat respon yang positif dari guru dan sissvAadap penerapan model
pembelajaran demokratis dengan mengembangkan matarbelajaran

berbasis kontekstual pada pembelajaran PKN.



